QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Menimbang

Mengingat

a.

1.

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah yang sangat penting guna membiayai pembangunan dan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan serta peran serta masyarakat dan

akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n
dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
yang telah diberi kewenangan kepada Daerah yang perlu diatur dalam

suatu Qanun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu membentuk suatu Qanun Kabupaten Bireuen yang

mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699);
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2007 Nomor 03).



Menetapkan

4

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan
BUPATI BIREUEN
MEMUTUSKAN :
QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang

terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Bupati adalah Bupati Bireuen.

Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat
Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan.
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Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan,
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga,

Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-Undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan

Pembayaran Retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan

tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan
tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui

system elektromagnetik lainnya.

Alat Komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam

bertelekomunikasi.

Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang

memungkinkan bertelekomunikasi.

Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan
perlengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi untuk
memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan

telekomunikasi.

Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi
kebutuhan  bertelekomunikasi  dengan  menggunakan  jaringan

telekomunikasi.
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Instalatur adalah Badan penyelenggara, badan hukum atau perorangan
yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan,

pemeliharaan dan perbaikan gangguan instalasi alat telekomunikasi

Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan
Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Instansi Pertahanan

dan Keamanan Negara.

Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan

telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan
atau pelayanan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya

komunikasi.

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan

komunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang

terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran retiibusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat

pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi

berupa bunga dan atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
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25. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi

Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 2

Penyelenggaraan Telekomunikasi dilakukan untuk keperluan :
a. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
b. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

c. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
Pasal 3

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 huruf a adalah penyelenggaraan jaringan yang bersifat lokal dan interlokal.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf b dapat diselenggarakan dengan mempergunakan Jaringan

Telekomunikasi Milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.

(2) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi terdiri dari :
a. Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi baik bergerak maupun tetap;

b. Penyelenggaraan Warung Internet.
Pasal 5

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dapat diselenggarakan oleh :
a. Perseorangan;
b. Instansi Pemerintah;

c. Badan Hukum.
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Bagian Kedua
Standarisasi Penandaan Alat Perangkat Telekomunikasi

Pasal 6

(1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan
untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Kabupaten Bireuen,
wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan.

(2) Persyaratan tehnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan guna :
a. Mencegah saling mengganggu antar alat dan perangkat telekomunikasi;
b. Melindungi masyarakat dari kemungkinan yang ditimbulkan akibat

pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Instalasi Perangkat Telekomunikasi

Pasal 7

(1) Untuk pemasangan instalasi perangkat telekomunikasi dapat dilaksanakan

oleh instalatur.

(2) Instalatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Hukum

dan memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, Jaringan Telekomunikasi,
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, harus mendapat izin dari Bupati

atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Tata cara permohonan izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.



BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut

Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 10

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan
ruang untuk menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang,

keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan

jasa pengendalian menara telekomunikasi.

BABIV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 12

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi

Jasa Umum.

BABYV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 13

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi adalah dihitung dengan perkalian tarif Retribusi dengan Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara

Telekomunikasi.
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BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi adalah untuk menutupi
sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan pengendalian menara
telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan

aspek keadilan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 16

Retribusi yang terhutang dipungut ditempat pelayanan penyelenggaraan

Pengendalian Menara Telekomunikasi diselenggarakan.

Pasal 17

(1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Qanun ini

dipungut oleh wajib pungut di Daerah.

(2) Wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pejabat
di Lingkungan Dinas.
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BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Pungutan dan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(3) Tata cara pemungutan retiibusi diakhir lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
MASA RETRIBUSI

Pasal 19

Masa berlakunya retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan usaha

penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
Pasal 20
(1) Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 21

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang telah
ditentukan oleh Bupati dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh
Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah
selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang telah ditetapkan oleh

Bupati
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Pasal 22
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan tuntas.
(2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 23
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
Qanun ini diberikan tanda bukti pembayaran.
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi
ditetapkan oleh Bupati.
BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 24

(1) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagal awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi kepada wajib retribusi,

dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Apabila daiam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, wajib retribusi tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan
penagihan retribusi dikenakan sanksi administrasi dimaksud pada Pasal 44

Qanun ini.

(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan

Peraturan Bupati.
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BAB XIIT

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN
PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 27

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD
dan/atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-

undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau

pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar

(3) Permohonan pembetulan, pengurangan dan pembatalan atau pengurangan
sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini
harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan

meyakinkan untuk mendukung permohonannya

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28

(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk perhitungan pengembalian

kelebihan pembayaran retribusi.
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(2) Retribusi dapat langsung dlperhiitungkan terlebih dahulu dengan utang

retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang
berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan

pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 29

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah
dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
Qanun ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak
diterbitkan SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan
imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan retribusi.
Pasal 30
(1) Pengembalian dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Qanun ini dilakukan

dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Atas perhitungan dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Qanun ini, diterbitkan
bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
BAB XVI

KADALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI KARENA KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,

kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
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(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat

Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada

Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib

Retribusi.

Pasal 32

(1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang
tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak
dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi
meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak
mempunyai ahil Waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta
kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah

kadaluwarsa.

(2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib
retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat

ditagih lagi.
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(3) Piutang retribusi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya
dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, setelah adanya penelitian administrasi
mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi oleh Dinas Pendapatan

Kabupaten Bireuen.

(4) Atas dasar laporan dan penelitian adininistrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Pasal ini, sebab akhir tahun takwin Dinas Pendapatan membuat
daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama
wajb retribusi, jumtah retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang telah

dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenal wajib retribusi.

(5) Dinas Pendapatan menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi
kepada Bupati pada setiap akhir tahun takwin dengan daftar penghapusan

piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini.

(6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retrIbusi yang sudah

kadaluwarsa.

(7) Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar

dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didahului dengan Surat Teguran.
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BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat

oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :

a.

Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah,;

Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

pada huruf e;
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h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j.  Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 37
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI BIREUEN,
ttd

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
Ir. RAZUARDI, MT

Pembina Utama Muda
Nip. 19611209 199003 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
&L&‘_XSISKH Pemerintahan
’\/ EPtikg ,}idomn Hukum
,, \

m‘m Tk. I I\ /l)
\‘IP 19691127 199603 1 006
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PENJELASAN
ATAS

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

UMUM :

Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab kepada Daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber

Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya ketertiban
dalam pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan standar, dipandang perlu

menetapkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi, perlu diatur dalam suatu Qanun.
PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4



Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
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Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
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Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 54
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen

sisten Pemerintahan

pergtida Tk. I, IV /b
-NIP: 19691127 199603 1 006



